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A. Analisis Pembinaan Nazhir Di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak 

Pembinaan nazhir merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pengelolaan 

dan pengembangan harta wakaf. Terlebih lagi setelah adanya ketentuan yang mengatur 

mengenai wakaf sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. Jika menelaah isi dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dapat 

diketahui bahwasanya pembinaan nazhir dapat dilaksanakan dalam tiga jenis kegiatan, 

yakni:1 

1. Pemberdayaan nazhir 

2. Penyediaan sarana dan prasarana operasional 

3. Pengawasan dalam pengelolaan dan evaluasi 

Pembinaan tersebut diberikan kepada setiap nazhir yang ada di masing-masing 

wilayah di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah 

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

                                                           
1 Sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan yang dijelaskan dalam Pasal 53-

56 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinaan melalui pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui pemberian 
regulasi, pemberian motivasi, pemberian penyuluhan. Penyediaan sarana dan prasarana dapat berbentuk penyediaan 
fasilitas sertifikasi wakaf, fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri, hingga sarana operasional 
yang lainnya. Sedangkan pengawasan meliputi proses monitoring atau pengawasan terhadap pengelolaan dan 
pengembangan wakaf yang dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. 



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya seluruh 

nazhir yang ada di suatu wilayah berhak mendapatan pembinaan secara langsung dari 

menteri atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun pada kenyataan di Kecamatan 

Kebonagung, pembinaan nazhir hanya diperuntukkan bagi salah satu organisasi nazhir saja. 

Hal ini tentu kurang tepat dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. 

Menurut penulis, fenomena tersebut dapat terjadi tidak lain akibat belum 

maksimalnya kinerja KUA sebagai kepanjangan tangan dari BWI di tingkat kecamatan 

dalam mendata nazhir yang ada di wilayahnya. Idealnya, semenjak disahkannya UU No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, KUA melakukan pendataan terkait dengan jumlah dan 

keberadaan nazhir di lingkungan Kecamatan Kebonagung. 

Akibat dari ketiadaan proses pendataan nazhir di Kecamatan Kebonagung dapat 

terlihat dari tidak tercakupnya seluruh nazhir yang ada di wilayah Kecamatan Kebonagung 

dalam proses pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung. Selain untuk mengetahui jumlah 

dan domisili nazhir serta harta wakaf yang dikelola, pendataan nazhir yang berada di wilayah 

Kecamatan Kebonagung menurut penulis sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi 

perwakafan di Kecamatan Kebonagung. Sebab bukan tidak mungkin antara nazhir satu 

dengan yang lainnya memiliki permasalahan yang berbeda-beda terkait dengan pengelolaan 

dan pengembangan harta wakaf. 

Melalui pengetahuan tentang kondisi perwakafan di Kecamatan Kebonagung, maka 

KUA akan dapat membuat konsep pembinaan yang utuh dan menyeluruh bagi nazhir yang 

berada di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Hal ini sebenarnya tidak 



hanya dapat diberlakukan pada wilayah Kecamatan Kebonagung saja namun juga harus 

dilaksanakan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Demak.  

Menurut penulis, dengan adanya pendataan terkait dengan kondisi perwakafan di 

Kabupaten Demak, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Demak dapat membuat 

konsep pembinaan yang didasarkan pada kesamaan permasalahan yang dialami oleh nazhir. 

Dengan demikian, tidak adanya pendataan secara tidak langsung telah merugikan 

para nazhir pada aspek tidak meratanya pembinaan kepada nazhir, khususnya yang 

berdomisili di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Meski di sisi lain ada penyebab 

yang mungkin sekilas dapat menjadi alasan yang tepat atas permasalahan yang terjadi, yakni 

terkait dengan Kecamatan Kebonagung sebagai kecamatan yang baru yang tentunya juga 

berpengaruh pada data administrasi kecamatan, menurut penulis hal tersebut tidak dapat 

dijadikan alasan karena seharusnya BWI dapat segera melakukan pendataan. Selain 

merugikan para nazhir pada aspek di atas, tidak adanya pendataan juga akan memunculkan 

pembinaan nazhir yang tidak maksimal karena belum mampu menyentuh aspek 

permasalahan nazhir secara mendasar. 

Pembinaan nazhir yang tidak maksimal tersebut terlihat dari adanya materi 

pembinaan dalam bentuk pelatihan yang masih bersifat homogen, yakni terkait dengan batas 

pengertian, tanggung jawab kerja, hubungan kerja antara nazhir dengan lembaga yang 

menaunginya serta konsepsi tentang harta wakaf dan pengelolaannya. Sedangkan pada 

dataran praktis, pembinaan yang dilakukan belum mampu menyentuh aspek pendampingan 

terhadap pelaksanaan dari materi yang diberikan pada saat pelatihan kepada para nazhir. 



Hal ini seperti terlihat pada pendapat Bapak Nur Salim yang telah mengikuti 

pelatihan nazhir sebanyak dua kali. Beliau mengungkapkan tentang lemahnya peran nazhir 

yang berada di Kecamatan Kebonagung, hampir bisa dipastikan tidak ada kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan perwakafan. Jadi nazhir hanya merupakan formalitas untuk 

pencatatan di sertifikat wakaf. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pembinaan nazhir 

di Kecamatan Kebonagung baru sebatas pada pembinaan secara konsepsi (teori) tentang 

perwakafan serta lingkup sertifikasi wakaf dan nazhir. Sedangkan pada tahap pengembangan 

wakaf, pembinaan nazhir belum menyentuh aspek tersebut. 

Menurut penulis, kondisi semacam itu memiliki dua nilai analisa. Pertama, 

pembinaan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Demak dapat dimaklumi karena sebelum 

adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf di Kecamatan 

Kebonagung telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Sedangkan substansi mendasar 

dari UU tentang wakaf tersebut di antaranya adalah legalitas perwakafan yang meliputi 

legalitas nazhir dan tanah wakaf. Sehingga dalam penilaian ini, proses sosialisasi yang 

dilakukan oleh BWI melalui KUA terkait dengan legalitas perwakafan dapat dimafhumi. 

Akan tetapi jika melihat dari proses pelaksanaannya, sekilas terdapat kekurangsesuaian 

dengan tujuan yang diinginkan oleh BWI. Hal ini diindikasikan dengan tidak diundangnya 

para nazhir secara menyeluruh pada pelatihan yang diadakan oleh BWI. Namun demikian, 

menurut penulis, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena BWI melakukan proses 

sosialisasi di luar pelatihan nazhir. 



Kedua, pembinaan nazhir yang dilakukan oleh BWI belum dapat disebut sebagai 

pembinaan. Indikasi dari argumen ini adalah tidak adanya aspek kemajuan yang terkandung 

dalam proses pembinaan tersebut. Aspek kemajuan yang dimaksud adalah bahwasanya 

materi yang diberikan masih berkutat pada konsepsi wakaf yang telah dikenal oleh 

masyarakat. Kalaupun ada aspek yang baru, hanya sebatas pada legalitas menurut hukum 

negara maupun teori tentang jenis-jenis wakaf lain yang dapat dikembangkan. 

Menurut penulis, pada aspek legalitas hukum negara tidak dapat disebut hal baru 

karena hal itu telah dilakukan oleh para nazhir dalam konteks hukum Islam sebelum adanya 

UU tersebut. Dalam konteks hukum Islam, legalitas nazhir dapat diketahui dari syarat yang 

harus dipenuhinya yaitu: beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya serta mampu secara 

jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan wakaf, serta tidak 

terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.2 Perbedaan antara syarat nazhir dalam konteks 

hukum Islam dengan legalitas kenegaraan dalam UU No. 41 Tahun 2004 hanya terletak dari 

adanya syarat warga negara Indonesia saja. Hal ini dapat terlihat pada redaksi UU No. 41 

Tahun 2004 Pasal 10 sebagai berikut:3 

1. Warga Negara Indonesia ; 

2. Beragama Islam ; 

3. Dewasa ; 

4. Amanah ; 

5. Mampu secara jasmani dan rohani; 

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ;  
                                                           

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, 
hlm. 28. 

3 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta : 
Hafarindo, 2005. 



Selain adanya tambahan syarat sebagai warga negara, untuk legalitas kenegaraan, 

nazhir juga harus mendaftarkan diri dan harta wakaf yang dikelolanya pada BWI dan 

pelaporan mengenai hasil pengelolaan wakaf. 

Sedangkan asumsi aspek kemajuan yang kedua adalah adanya teori tentang 

kemungkinan pelaksanaan wakaf dengan jenis yang baru. Namun menurut penulis, asumsi 

tersebut tidak dapat dikatakan mengandung aspek kemajuan karena baru sebatas pada 

lingkup teoritis semata. Berbeda lagi manakala aspek teoritis tersebut juga diikuti dengan 

aspek praktis seperti pendampingan atau penyuluhan mengenai pengembangan model 

perwakafan atau bahkan membuka ”pasar” dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, 

Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mengembangkan 

jenis wakaf baru yang mungkin lebih dapat mengena pada masyarakat umum. Hal ini tidak 

berlebihan karena pada dasarnya dalam wakaf terkandung tujuan-tujuan kemaslahatan umat. 

Tujuan wakaf menurut Departemen Agama adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mencari keridloan Allah. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk 

menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslim, 

kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat 

mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran 

Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan 

agama Islam seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain. 

2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, 

kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.4  

                                                           
4  Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh 3 Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi 

Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2, hlm. 216 



Jadi secara tidak langsung, ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazhir, dimana 

nazhir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya 

bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan mauquf ‘alaih sebagai tujuan wakaf bisa 

terpenuhi.5 Mengenai tujuan wakaf yang menyangkut kepentingan masyarakat, A. Rofiq 

menjelaskan bahwasanya tujuan wakaf merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang 

diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (wakaf ahli), 

atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (wakaf khairi).43 

Dari penjelasan yang diberikan oleh A. Rofiq di atas, maka dapat diketahui 

bahwasanya tujuan wakaf dapat bersifat fleksibel. Menurut penulis, dengan didasarkan pada 

penjelasan tersebut, ada peluang pembinaan nazhir yang dapat dilakukan oleh BWI 

Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Kebonagung di samping aspek pemahaman 

legalitas perwakafan. Pembinaan yang dimaksud oleh penulis tidak lain adalah pembinaan 

yang berhubungan dengan pengembangan tujuan dan manfaat wakaf yang dikembangkan 

dengan tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga yang telah ditentukan pada saat akad dulu 

namun juga dapat dikembangkan dengan menjadikan aspek kemaslahatan umat secara 

umum. Pengembangan manfaat hasil pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan manakala hasil 

pengelolaan wakaf dari nazhir telah mencukupi kebutuhan lembaga dari tujuan perwakafan. 

Hal ini juga diperbolehkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45 ayat (2) jo 

No. 41 tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 yang menjelaskan tentang kebolehan perluasan kegunaan 

                                                           
5 Ibnoe Wahyudi M., Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta: Penerbit 

Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005, hlm.119. 

43 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: dari Normative ke Pemahaman Sosial, Semarang: Pustaka Pelajar, 
2004, hlm. 323. 



wakaf (Pasal 45) dan legalitas BWI sebagai lembaga yang berhak memberikan persetujuan 

dan atau izin terhadap perubahan peruntukan wakaf.6  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan 

nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung masih cenderung pada bidang legalitas 

administrasi belaka dan belum menyentuh aspek pengembangan. Sehingga mengakibatkan 

belum maksimalnya pengembangan pengelolaan harta wakaf oleh nazhir. 

B. Analisis Praktek Pembinaan Nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak 

Ditinjau Dari PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf 

Ukuran yang menjadi dasar penilaian praktek pembinaan nazhir dalam penelitian ini 

adalah sinergitas antara hasil kerja dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, ukuran 

pembinaan nazhir menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbandingan antara proses dan 

hasil pembinaan dengan tujuan dari pembinaan yang termaktub dalam UU No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf. Lebih lanjut, perbandingan tersebut akan melibatkan perbandingan 

antara realita lapangan dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf sebagai acuan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.  

Berdasar pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pembinaan 

nazhir, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui keberadaan undang-undang 

tersebut. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut di antaranya adalah: 

1. Terwujudnya legalitas perwakafan melalui proses sertifikasi tanah wakaf dan nazhir 

                                                           
6 Hadi Setia Tunggal, op. cit., hlm. v-vi. 



2. Terwujudnya pemahaman konsepsi wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

yang dapat menunjang keberhasilan pengembangan perwakafan di Indonesia 

3. Terwujudnya pengelolaan wakaf yang memiliki kemampuan untuk berkembang 

4. Terwujudnya pengembangan pengelolaan wakaf dalam bentuk yang berbeda 

Apabila merujuk pada kenyataan di lapangan terkait dengan legalitas perwakafan, 

maka hal itu seolah menunjukkan bahwasanya pada aspek legalitas perwakafan dalam proses 

pembinaan nazhir telah berjalan secara efektif. Hal itu diindikasikan dengan adanya 

perkembangan legalitas perwakafan, baik nazhir maupun mauqufnya. Namun jika ditelaah 

lebih dalam, legalitas yang dilakukan dalam proses pembinaan nazhir masih belum dapat 

dikatakan telah efektif. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang sebagai berikut: 

1. Dari sudut pandang efektifitas metode “domino effect” 

Berdasarkan pemaparan pada bab III dapat diketahui bahwasanya proses 

pembinaan yang berhubungan dengan tujuan terciptanya legalitas dilakukan dengan 

metode ”domino effect”, yakni metode bersambung dari satu peserta pembinaan kepada 

para nazhir yang ada di Kecamatan Kebonagung. Melalui metode tersebut, BWI 

Kabupaten Demak berharap agar dapat terjadi sosialisasi dari nazhir yang ikut program 

pembinaan kepada para nazhir yang belum atau tidak mengikuti pembinaan. Namun 

demikian, hal itu urung terjadi dan malah membuat BWI melalui KUA bekerja dua kali 

dengan melakukan sosialisasi kepada para nazhir yang belum ikut pembinaan. 

Menurut penulis, sosialisasi yang dilakukan oleh BWI melaui kepada para nazhir 

yang belum mengikuti pembinaan tidak dapat disebut sebagai proses pembinaan. Dalam 

UU No. 41 Tahun 2004 terkait dengan pembinaan, suatu kegiatan dapat dianggap sebagai 

usaha pembinaan manakala terdapat aspek-aspek pelengkapan sarana dan prasarana, 



regulasi, penyuluhan, dan pemberdayaan (Pasal 53). Dengan demikian, kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KUA tersebut belum dapat disebut sebagai usaha pembinaan 

melainkan hanya terbatas pada kegiatan pemberitahuan karena tidak terpenuhinya aspek-

aspek pembinaan berkelanjutan dalam proses tersebut. 

Menurut penulis, tidak berjalannya metode “domino effect” tersebut di atas juga 

dapat disebabkan belum adanya organisasi atau persatuan nazhir pada suatu wilayah. 

Dampak dari tidak adanya persatuan nazhir akan berpengaruh pada timbulnya persaingan 

yang tidak sehat antar nazhir dalam upaya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 

yang mereka kelola. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesamaan jenis harta wakaf yang 

dikelola oleh para nazhir, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan. Hal ini secara 

tidak langsung menunjukkan bahwasanya aspek pengkoordinasian nazhir, sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) item b belum dilaksanakan sehingga mengurangi 

optimalisasi praktek pembinaan nazhir. 

2. Dari sudut pandang legalitas perwakafan 

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ada aspek-aspek penting yang 

perlu diperhatikan mengenai legalitas perwakafan. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Aspek nazhir, di mana terdapat ketentuan mengenai jumlah nazhir perorangan, 

legalitas hukum nazhir organisasi dan badan hukum, serta prosedural pengangkatan, 

waktu kerja, penghentian, pergantian, hingga legalitas nazhir menurut UU No. 41 

Tahun 2004.7 

                                                           
7 Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Bab II UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 



b. Aspek harta wakaf yang meliputi prosedural pendaftaran harta wakaf, pertukaran 

harta wakaf, pengembangan harta wakaf dan jenis wakaf baru yang dapat dikelola 

dan dikembangkan, hingga prosedural legalitas harta wakaf.8 

Sebagai penunjang serta acuan dalam mewujudkan legalitas perwakafan tersebut 

di atas, maka dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, 

khususnya pada Pasal 53 disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan legalitas perwakafan 

sebagai berikut:9 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik 
perseorangan, organisasi dan badan hukum; 

b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, 
pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta 
benda wakaf; 

c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf; 
d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak 

bergerak dan/atau benda bergerak; 
e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan 

dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan 
f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri 

dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. 
Berdasarkan ayat di atas, khususnya item c dan e, dapat diketahui bahwasanya 

dalam pembinaan nazhir yang berhubungan dengan legalitas perwakafan perlu disediakan 

fasilitas proses sertifikasi wakaf serta penyuluhan penerangan di daerah. Fasilitas proses 

sertifikasi wakaf merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan 

legalitas perwakafan di Indonesia. Fasilitas tersebut juga didukung dengan adanya 

penyuluhan dan penerangan sehingga akan memunculkan sinergisitas antara pemahaman 

akan pentingnya sertifikasi wakaf (harta wakaf dan nazhir) dengan animo dan praktek 

legalitas wakaf oleh para nazhir. 

                                                           
8 Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal Bab III UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
9 Departemen Agaama, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 



Apabila merujuk pada realita di lapangan, legalitas sertifikasi wakaf telah 

dilaksanakan oleh para nazhir. Namun ada satu hal yang penting dan dapat dijadikan 

sebagai alat untuk menghilangkan legalitas perwakafan yang masih terjadi di Kecamatan 

Kebonagung. Satu hal tersebut berkenaan dengan legalitas perwakafan dari tinjauan 

keberadaan nazhir dalam satu wilayah dengan harta yang diwakafkan. 

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 ayat (6) disebutkan: 

Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada  

 

Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) item a dan b dan Pasal 11 ayat (3) item b juga 

disebutkan sebagai berikut: 

Pasal 7 ayat (3): 

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan 
b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak 

benda wakaf berada 
 

Pasal 11 ayat (3): 

Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 

b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan 

c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota 
letak benda wakaf berada 

 



Jika merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal di atas, terdapat 

permasalahan terkait dengan legalitas perwakafan khususnya mengenai legalitas nazhir. 

Ada dua kasus yang terdapat di Kecamatan Kebonagung yang berkaitan dengan 

ketentuan pasal-pasal di atas. Dua kasus tersebut adalah terkait legalitas Panti Asuhan 

Darul Hadlanah dan Panti Asuhan Nurul Huda sebagai nazhir. 

Kedua panti asuhan di atas merupakan panti asuhan yang tidak berada di 

lingkungan Kecamatan Kebonagung yang mana Panti Asuhan Darul Hadlanah berada di 

Kota Semarang sedangkan Panti Asuhan Nurul Huda berada di Kecamatan Karangawen. 

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) item c, maka Panti Asuhan Nurul Huda 

dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan lokalitas sedangkan Panti Asuhan Darul 

Hadlanah tidak memiliki legalitas terkait persyaratan lokalitas. Akan tetapi jika mengacu 

pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) item b, maka kedua panti asuhan tersebut sama-sama 

tidak memiliki legalitas persyaratan lokalitas nazhir karena tidak ada satu orang pengurus 

mereka yang berada di lokasi kecamatan tempat harta wakaf yang mereka kelola. 

Meski demikian praktek perwakafan tetap dilaksanakan dan tidak pernah ada 

teguran dari BWI Kabupaten Demak maupun KUA Kecamatan Kebonagung sebagai 

kepanjangan tangan dari BWI Kabupaten Demak. Menurut penulis, hal itu dapat terjadi 

karena adanya kekurangpahaman mengenai status legalitas kepengurusan. Dari kedua 

panti asuhan tersebut memang memiliki orang yang bertugas mengurusi harta benda 

wakaf mereka yang ada di Kecamatan Kebonagung. Namun pada kenyataannya, orang 

yang ditunjuk tersebut bukan pengurus tetap dan atau pengurus yang mendapat legalitas 

secara kelembagaan. Indikator sederhana dari legalitas kepengurusan dalam sebuah 

lembaga badan hukum adalah adanya pengakuan sebagai pengurus dalam daftar susunan 



pengurus.10 Dengan demikian, secara tidak langsung dapat disebutkan bahwasanya aspek 

legalitas perwakafan kedua panti asuhan tersebut dapat diragukan karena tidak 

terpenuhinya syarat nazhir dalam praktek perwakafan. 

Memang jika dikaji dalam konteks fiqih Islam, keberadaan legalitas nazhir tidak 

menjadikan cacatnya perwakafan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Said Agil al-

Munawar, dikutip dari Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 

macam : 

a. Ada orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melalukan 

tindakan hukum 

b. Ada harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagai objek perbuatan hukum 

c. Ada tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf disebut mauquf 'alaih Ada 

pernyataan wakaf dari si waqif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.11 

Namun jika ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya 

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka hal itu akan menjadi permasalahan karena 

dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya nazhir merupakan salah satu rukun 

yang dapat menjadikan praktek wakaf sah atau tidak.12 Oleh sebab itu, meski sah dalam 

konteks hukum fiqih, namun dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka praktek 

perwakafan kedua panti asuhan di atas masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-

                                                           
10 Hal ini sebagaimana diakui oleh orang-orang yang dipasrahi oleh kedua badan hukum tersebut untuk 

mengurusi harta wakaf. Kedua orang tersebut bukanlah bagian dari pengurus kedua lembaga yang menjadi nazhir 
wakaf di Kecamatan Kebonagung. Wawancara dengan Bapak Turyadi sebagai orang yang mengurusi wakaf Panti 
Asuhan Darul Hadlanah Semarang dan Bapak Arif Haryanto sebagai orang yang mengurusi wakaf Panti Asuhan 
Nurul Huda Karangawen. 

11 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 135; 
lihat juga dalam Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang Dan 
Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Jakarta: PKTTI-UI, 2005, hlm. 58. 

12 Rukun wakaf yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf isinya sama dengan rukun 
wakaf dalam fiqih Islam namun ada penambahan terkait nazhir dan jangka waktu sebagai dua rukun tambahan. 



undangan sehingga dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwasanya adanya permasalahan menyangkut legalitas nazhir akan 

memberikan dampak pada legalitas perwakafan yang dilakukan oleh kedua lembaga 

badan hukum tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan 

nazhir yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung belum dapat dikatakan telah sesuai 

secara keseluruhan dengan PP No. 42 Tahun 2006. Argumen ini didasarkan pada kenyataan 

yang terjadi di lapangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam hal penyiapan fasilitas sertifikasi, upaya pembinaan nazhir telah memiliki 

kesesuaian dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 2006 dengan tersedianya blanko 

sertifikasi baik blanko sertifikasi wakaf maupun nazhir. 

2. Dalam hal penyuluhan dan penerangan, upaya pembinaan nazhir belum sesuai dengan 

ketentuan PP No. 42 Tahun 2006 karena tidak berjalannya strategi “domino effect” 

seperti yang diharapkan oleh KUA Kecamatan Kebonagung sebagai kepanjangan tangan 

BWI Kabupaten Demak. 

3. Dalam hal pelaksanaan hukum legalitas, upaya pembinaan nazhir Kecamatan 

Kebonagung juga belum efektif khususnya terkait dengan legalitas persyaratan lokalitas 

nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya. Hal ini terindikasikan dari keberadaan dua 

lembaga badan hukum di luar Kecamatan Kebonagung. 

4. Tidak adanya upaya pengembangan harta wakaf dengan jenis harta wakaf yang lainnya. 

Dengan demikian pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung masih hanya seputar 

legalitas perwakafan namun juga belum dilaksanakan secara keseluruhan khususnya 

menyangkut legalitas persyaratan lokalitas nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya. Hal 



ini secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa praktek pembinaan nazhir di Kecamatan 

Kebonagung ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Pengelolaan Wakaf tidak efektif karena hanya mencakup satu bidang tanpa 

mempertimbangkan peluang kemajuan bidang lainnya serta tidak maksimalnya pembinaan 

satu bidang tersebut sebagaimana termaktub dalam PP No. 42 Tahun 2006. 

 

 

 

 

 

 


